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WALI KOTA BENGKULU
PROVINSI BENGKULU

PERATURAN DAERAH KOTA BENGKULU
NOMOR .3. TAHUN .202%
TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KOTA BENGKULU TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA BENGKULU,

2025-2029;

1. Pasal 18 ayat (6), Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967

Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan
Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

6801);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

6858);

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 264 ayat (1) dan
ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-
Undang, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bengkulu Tahun

Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor
41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor




5. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor
6987);

6. Undang-Undang Nomor 89 Tahun 2024 tentang Kota
Bengkulu di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2024 Nomor 275, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 7026);

7. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-
2029 (Lembaran Negara republic Indonesia Tahun 2025
Nomor 19);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka
menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana
Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 1312);

10. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 6 Tahun 2024
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
Provinsi Bengkulu Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah
Provinsi Bengkulu Tahun 2024 Nomor 6);

11. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 4 Tahun 2025
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Provinsi Bengkulu Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah
Provinsi Bengkulu Tahun 2025 Nomor 4);

12. Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 4 Tahun 2021
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bengkulu
Tahun 2021-2041 (Lembaran Daerah Kota Bengkulu Tahun
2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota
Bengkulu Nomor 1);

13. Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 7 Tahun 2024
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
Kota Bengkulu Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kota
Bengkulu Tahun 2024 Nomor 7);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BENGKULU
dan
WALI KOTA BENGKULU




12.

13.

14.

15.

16.

(1)

(2)

(3)

Prioritas Pembangunan Daerah adalah pembangunan yang
diutamakan dan didahulukan dari yang lain dalam rangka
mengimplementasikan visi dan misi Wali Kota dan Wakil
Wali Kota yang berkorelasi dengan pencapaian prioritas dan
sasaran pembangunan Provinsi dan Nasional.

Strategi adalah langkah berisikan program indikatif untuk
mewujudkan visi dan misi.

Arah Kebijakan adalah arah atau tindakan yang diambil
oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan.

Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau
lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah
untuk mencapai sasaran dan tujuan serta untuk
memperoleh alokasi anggaran atau kegiatan masyarakat
yang dikoordinasikan oleh Bappeda.

Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan /program yang
akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan
anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.

BAB 11
RPJMD
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini ditetapkan RPJMD Kota
Bengkulu Tahun 2025-2029.

RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan
landasan dan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam:

a. penyusunan Renstra PD; dan
b. penyusunan RKPD.

RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjabarkan
visi, misi, dan program pembangunan Wali Kota.

Bagian Kedua
Sistematika
Pasal 3

RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun dengan
sistematika sebagai berikut:

a.
b.

C.

BAB I : PENDAHULUAN
BABII : GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

BABIII : VISI, MISI, DAN PROGRAM PRIORITAS
PEMBANGUNAN DAERAH

BAB IV : PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN
KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH
DAERAH

BABV : PENUTUP.



Bagian Ketiga
Isi dan Uraian

Pasal 4

RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Daerah ini.

(1)

(2)

(4)

(5)

(1)

(2)

BAB III
PENGENDALIAN DAN EVALUASI
Pasal 5

Pemerintah Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi
terhadap pelaksanaan RPJMD.

Pengendalian dan evaluasi dilaksanakan oleh PD terhadap
implementasi program pembangunan yang ditetapkan
dalam RPJMD.

Tindak lanjut atas pengendalian dan evaluasi implementasi
RPJMD dilaksanakan oleh PD yang membidangi urusan
perencanaan pembangunan daerah.

Tindak lanjut oleh PD yang membidangi urusan
perencanaan  pembangunan daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) meliputi:

a. perubahan Peraturan Daerah tentang RPJMD;
dan/atau

b. penyusunan RPJMD periode berikutnya berdasarkan
hasil evaluasi RPJMD.

Mekanisme dan tata cara pengendalian dan evaluasi
pelaksanaan RPJMD dilaksanakan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6

Dalam hal masa jabatan Wali Kota berakhir dan RPJMD
untuk periode selanjutnya belum ditetapkan, maka untuk
kesinambungan pembangunan dan mengisi kekosongan
RKPD tahun berkenaan, Pemerintah Daerah tetap
menyusun Rancangan RKPD tahun berkenaan sesuai
dengan jadwal yang ditetapkan dengan mempedomani
RPJMD berdasarkan Peraturan Daerah ini, serta
memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah, rencana tata ruang wilayah dan dokumen
perencanaan pembangunan lainnya.

Dalam hal terjadi perubahan nomenklatur PD yang telah
ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini maka penyebutan
PD disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Daerah yang
mengatur tentang PD.



Menetapkan

MEMUTUSKAN :

PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA MENENGAH DAERAH KOTA BENGKULU TAHUN
2025-2029.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.
2.

10.

11.

Daerah adalah Kota Bengkulu.

Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai wunsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah otonom.

Wali Kota adalah Wali Kota Bengkulu.

Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah
unsur pembantu Wali Kota dalam penyelenggaraan
pemerintahan daerah Kota Bengkulu yang terdiri dari
sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah, badan,
lembaga teknis daerah, kecamatan, dan kelurahan.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang
selanjutnya disingkat Bappeda adalah unsur perencana
penyelenggaraan pemerintahan yang melaksanakan tugas
dan mengkoordinasikan penyusunan, pengendalian, dan
evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah Kota
Bengkulu.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang
selanjutnya  disingkat RPJMD adalah  dokumen
Perencanaan Pembangunan Daerah untuk periode 5 (lima)
tahun yang merupakan penjabaran dari visi, misi dan
program Wali Kota dengan berpedoman pada Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional.

Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota Bengkulu yang
selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan
Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Rencana Strategis Perangkat Daerah, yang selanjutnya
disebut Renstra-PD, adalah dokumen perencanaan PD Kota
Bengkulu untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak
tahun 2025 sampai dengan 2029.

Rencana Kerja Satuan Kerja Parangkat Daerah yang
selanjutnya  disingkat Renja-PD adalah dokumen
perencanaan PD Kota Bengkulu yang disusun untuk
periode 1 (satu) tahun.

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang
diinginkan pada akhir periode perencanaan.

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya yang akan
dilaksanakan untuk mewujudkan visi.




BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya
dalam Lembaran Daerah Kota Bengkulu.

Ditetapkan di Bengkulu
pada tanggal 28 Agustus 282%

ALI KOTA BENGKULU,

DEDY WAHYUDI

Diundangkan di Bengkulu
pada tanggal 28 Agustus 282%

Pj. SE ARIS DAERAH KOTA BENGKULU,

TONY ELFIAN

LEMBARAN DAERAH KOTA BENGKULU TAHUN 222NOMOR ..3.

NOREG. PERATURAN DAERAH KOTA BENGKULU PROVINSI BENGKULU
(.2../.28./2025).



